
I SALINAN I

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 248 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELESAIAN PEMBAYARAN KEKURANGANjKELEBIHAN TUNJANGAN
KINERJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang a.

c.

b.

Mengingat

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun
2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Gubernur Nomor 240 Tahun 2015 telah
ditetapkan mekanisme perhitungan pembayaran Tunjangan
KinerJa Daerah;

bahwa dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maslh
terdapat kendala berupa kekuranganjkelebihan pembayaran
Tunjangan Kinerja Daerah sehingga perlu dilakukan
penyelesaian pembayaran kekuranganjkeIebihan dimakud
dengan Peraturan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan
ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Gubernur
Nomor 218 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Guoernur Nomor 240 Tahun 2015
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelesaian
Pembayaran KekuranganjKelebihan Tunjangan Kinerja
Daerah Tahun Anggaran 2015;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan
Perat1..1ra n Per1..1ndang-unclangan;

7. Undang-Undang Nornor 5 Tah1..1n 2014 tentang Aparat1..1r Sipil
Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagmmana telah beberapa kali dlUbah terakhir
clengan Unclang-Undang Nomor 9 Tah1..1n 2015;

9. Perat1..1ran Pemerintah Nomor 16 Tah1..1n 1994 tentang -labatan
F'ungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
clengan Peraturan Pemcnntah Nomor 40 Tahun 2000;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Um1..1m sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tah1.1n
2012;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengclolaan Keuangan Daerah;

12. Pcrat1..1ran Pcmerintah Nornor 53 Tah1..1n 2010 tentang Oisiplin
Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Ke1..1angan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Oaiam Negeri Nomor 21 Tah1..1n 2011;

15. Peraturan Menteri Penclayagunaan Aparatur Negara clan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tcntang Pecloman
Pcnataan Sistcm Tunjangan Kinerja Pcgawai Negcri;

16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun
2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 20 II tentang Penilaian Pre~tasi Kerja
Pegawai Negeri Sipil;

17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tah1.1n 2014 ten tang Organisasi
Perangkat Oaerah;

18.Peratural1 Gubernur Nomor 193 Tahun 2015 tentang
Tunjangan Kinerja Daerah;

19. Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2015
Mekanisme Perhitungan Pembayaran Tunjangan
Oaerah sebagaimana telah bcberapa kali diubab
clengan Peraturan G1.1bernur Nomor 240 Tab1..1n 2015;

M[1;MUTUSKAN :

tentang
Kinerja

terakhir

Mcnctapblll PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELESAIAN PEMBAYARAN
KEKURANGAN/KEL8BIHAN TUN-lANGAN KINEF~<)A DAEr~AH TAl-fUN
ANGGAT\AN 20 J5.

Pasnl 1

Perat1..1ran G1..1bern1..1r ini ditetapkan sebagai clasar pembayaran
kekurangan/kelebihan T1.1njangan Kinelja Daerah (TKO) Tahun
Anggaran 20 15.
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Pasal 2

(I) Pegawai Negeri Sipil clan Calon Pegawai Negeri Sipi] yang
belum menerima pembayaran Tunjangan Kinerja Oaerah
Tahap Kedua pada bulan Januari sampai clengan bulan
November 2015 diberikan TKO sementara sebesar 60 % (enam
puluh persen) dengan perhitungan sebagai berikut :

a. total TKO yang seharusnya diterima dikurangi TKO Statis
pada bulan ,Januari sampai clengan bulan Maret 2015; dan

b. total TKO yang seharusnya cliterima dikurangi TKO Tahap
PertalTja pada bulan April sampai dengan bulan November
2015;

(2) Pembayaran TKO Sementara sebagaimana climaksucl pacla
ayat (1), clikecualikan terhadap :

a. PNS yang mernasuki masa persiapan pensiun;

b. PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun;

c. PNS yang diberhentikan dad jabatan struktural;

d. PNS yang sedang dalam proses pernberhentian dari PNS;

e. PNS yang telah meninggal dunia;

f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin;

g. PNS yang tidak melakukan input aktifitas kerja;

h. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan;

i. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak
aparat penegak hukum;

j. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara

k. PNS yang diberhentikan sementara ;

1. PNS yang melaksanakan tugas belajar ;

m. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah
dalam setiap bulannya pada periode bulan Januari sampai
dengan Oesember 2015;

n. PNS yang aktifitas kerjanya tidak pernah dilakukan
validasi oleh atasan langsungnya pada masing-roasing
bulan periode bulan ,Januari sarnpai dengan Oesember
2015; dan

o. PNS yang cliperbantukan di luar Pemerintah Oaerah,
kecuali diperbantukan pada KPUO, Sekretariat BKSP
Jabodetabekjur, BAZIS, Lembaga Tilawatil Quran dan
Lembaga Bahasa dan Ilmu Alquran.
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(3) Apabila pemberian TKD Sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdapat kelebihan pembayaran, maka
pengembalian kelebihan pembayaran dimaksud dilakukan
mulai bulan Februari 2016 melalui pemotongan TKD bersih
Tahap Kedua bulan berjalan paling tinggi sebesar 50 % (lima
puluh persen) setiap bulannya.

(4) Apabila pemberian TKD Sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdapat kekurangan, maka pembayaran
kekurangannya akan dianggarkan pada APBD-P Tahun
Anggaran 2016.

Pasal 3

Perhitungan proporsi aktivitas individu bagi Wakil Kepala UKPD
mandiri disesuaikan dengan aktivitas Kepala UKPD Mandiri
untuk bulan April sampai dengan September 2015.

Pasal4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tangggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72179

Salinansesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. ~ . '.:

PROVINSI,DAER;'\ld ~Bl(.SUS IBUKOTA JAKARTA,
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